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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian Pengawasan pemanfaatan air 

tanah dalam peningkatan penerimaan pajak air tanah di wilayah kebayoran lama 

belum optimal, maka kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan 

permasalahan dalam pengawasan pemanfaatan air tanah melalui indikator yang 

dikemukakan dalam teori collaborative governance ansell & gash,yaitu : 

1. Pada kondisi awal ketersediaan dan kualitas air tanah yang seharusnya 

dapat dikendalikan dengan pemanfaataan yang baik belum menjadi 

perhatian yang utama. Pengawasan pemanfaatan air tanah dalam 

pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik, disebabkan dari Pemerintah 

daerah DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah dan Dinas 

Sumber Daya Air jumlah petugas dilapangan masih belum memadai, 

belum adanya diskusi-diskusi yang mendalam dalam konteks pengawasan 

pemanfaatan air tanah, kebijakan atau regulasi yang mengatur 

pengawasan masih belum jelas karena perubahan-perubahan organisasi 

yang selama ini terjadi. Penggunaan teknologi yang seharusnya dapat 

dimaksimalkan dengan pengembangan integrasi sistem. Desain 

kelembagaan memiliki perbedaan dalam realitas pelaksanaan lapangan, 

belum efektif dalam proses pengawasan, kewenangan pengawasan tidak 

tegas yang berdampak pada hasil yang kurang maksimal. Kepemimpinan 

belum memiliki peran sentral dalam pengawasan, kepemimpinan 

pemerintah kurang dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan sumber 

daya untuk pengawasan pemanfaatan air tanah, belum menetapkan tujuan 

jelas, membuat pedoman, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif 

belum melibatkan peran serta pemangku kepentingan yang relevan. 

Proses kolaborasi yang melibatkan aktor non-state belum terjadi, 

masyarakat memiliki kesadaran yang rendah, karena belum saling 
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memahami tujuan atas pengawasan pemanfaatan air tanah, kesepahaman 

para stakeholder terkait pentingnya pengawasan masih kurang. 

2. Kebijakan yang diterbitkan pemerintah belum mengusung konsep 

collaborative governance , belum adanya pelibatan dari aktor non-state 

dalam pelaksanaan pengawasan  hanya sesuai tugas pokok dan fungsi 

antar pemerintah. Penegakan dan pengawasan yang tidak memadai akan 

menghambat dalam pengendalian kuantitas dan kualitas air tanah serta 

menghambat penerimaan atas pemungutan Pajak Air Tanah 

2. Saran  

Pengawasan pemanfaatan air tanah dalam pelaksanaan dilapangan menjadi 

tanggungjawab bersama selain pemerintah, para stakeholder diluar 

pemerintahan juga harus menjadi bagian dalam proses dan pelaksanaannya 

1. Pemerintah perlu mengembangkan konsep collaborative governance 

dengan mempertimbangkan kondisi yang ideal, kepemimpinan fasilitatif 

yang kooperatif dan terbuka, rancangan kelembagaan yang terstruktur, 

transparan, kredibel dan akuntabel,memiliki kesepahaman antar 

pemangku kepentingan,  proses kolaboratif tatap muka, menjunjung 

tinggi komitmen, kebijakan yang saling menguntungkan dan berbasis 

pada indikator dan prinsip-prinsip collaborative governance. 

2. Pemerintah DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah dan Dinas 

Sumber Daya Air perlu melakukan optimalisasi dalam pengawasan 

pemanfaatan air tanah dengan mengembangkan konsep collaborative 

governance dalam pengawasan pemanfaatan air tanah, mengeluarkan 

kebijakan-kebijakan berbasis collaborative governance,  memfasilitasi 

pembentukan tim pengawasan pemanfaatan air tanah dengan melibatkan 

para pemangku kepentingan, melakukan pengembangan dan inovasi 

teknologi yang mendukung sumber daya manusia.  
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